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pERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR 33 TAHUN ace 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) "MUTIARA" 
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bawa untuk meningkatkan kualtas hidup, peran, dan 
keduduh.an perempuan diberbagai bidang ketidupan an 
pembangunan dan meningkatkan perhindungen bagi 
perempuan dan anak dai berbagai bentuk kekerasan 
eksploitasi dan diskriminasi, maka diperlukhan tindakan 
perihakan yang jelas dan nyata serta adanwa kerauan 
yang kuat agar serua kebijakan dan program pembangunan 
di Kabupaten Jepara mempertitungkan kesetaraan dan 
keaditan gender, serta pertindungan terhadap aak 

b. bahwa berdasarkan undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 
tetang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kaktasan Dalan 
fRumah Tangga, serta guna trbangunnya janinga 
koordinasi yang efektif dalam mnelaksanakan up2ya 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 
Kabupaten Jepara males Pemerintah Daerah berkewajban 
melaksanakan upaya pencegahan kekeraan bagi 
perempuan dan Anak ; 

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana fimaksudd 
pads huruf a, dan hurut b, perlu dibent Pusat Pelayanan 
Terpadu Mutiaa" bagi Perempuan dan Ansk Karban 
Kekerasan berbasis gender dengae Peraturan Bupuati 

1 Lndang-Undang Non or 13 Tahun 1950 tentang Perbentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan ropinsi Jawa 
Tengah 

2.Undang-Undang Nomar 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
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3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengese.an 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dsknim as 
erhadap Wanita (Convention On The Elimination Of Al Forms 
Of Discrimination Against Women) (lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,Tambahan Lem.bara Negara 
Republik Indonesia Normor 3277) 

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 200 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063) 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1997 Nm0r 3 
Tanbahan lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 
3886) 

6 undang-Undang noraar 39 tahun 1999 t&tang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tatun 1999 
nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3880) 

7 Lndang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan 
Konvensi IL,O Convention nomor 182 Concerning The 
Prohibition and immodiadte Action Form O Child Labour 
(Konvensi It.O namor 132 mengonai pelarangan dan tindakan 
segera penghapusan Dentuk bentuk peker-an terburuk 
untuk Anal) ( Lerbaran Negara Repuolik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 30, Tambahan Lembora Negara 
Republik Indonesia Nomor 3941), 

8.undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 ten.tang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rapubtk Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomar 4279) 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per'indungan 
Anak (lembaran Negara Repubtk Indonesia Tatun 1979 
Nomar 10g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nam6r 4235, 

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang enghopusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lemtarn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor $3 Tmbahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 

11.Undang-Undang Noma 32 Tahun 204 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diabah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 temntang perubahan 
keda atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
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12.Undang-LJndang Nomor 21 tatun 2007 tetang Penghapuan 
Tinoak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2007 Namor 58, Tambehgn 
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomr 4720 

13.Udang-Udang Nomor 36 tatun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063) 

14.Peraturan Pemerintah Noor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Istansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republk Indoensia Tahun 1988 nomor 1G, Tambahge 
Lembaran Negara Repubtk lndo.esia 3373; 

15.Peraturan Pererintah Nmot 4 tahun 200 tentang 
Peryelengaraan dan Keriasama Perutihgn Korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Namr 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4604 

16.Peraturan Pemenintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagign Urusan Pemerintah antara peerintgh 
Pererintah Daerah Provinsi, da Pererintah Daergh 
Kabupaten t Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lomb@ran Negara 
Republik Indonesia Noror 4737) 

17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
pegsahan Knwensi Hake Ake, 

18.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tenteng Rencaaa 
Aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk Anak 

19.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentng encans 
Aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksum Kmersial 
Anak (ESKA); 

20.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana 
Aksi Nasional penghapusan perdagangan (Traficking) 
Perempuan dan Anak 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Tknie Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupeter Jepara 
Tatun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomnor8) 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan . PERATUAN BUPATT TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT 
PELAYANAN TERPADU (PPT) 'MUTIARA" BAGI PEREMPUAN 
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER 

KETENTUAN UMUM 

Pasat 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

1, Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4. Pengadilan adatah Pengaditan Negen Jepara 

5. Kepolisian adatah Kepolisisan Negara Republik Indonesia Rescrt 4Opara 

• Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Jepara 

7, Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi 
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencans 

8, Kepala Dias adaah Kepala Dinas Pemberdayaan empuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Jepera 

9. Pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekeresan berbasis gender dan 
anak yang selanjutnya disobut pelayanan terpadu adalah penyedin 'ayanan 
bagi korban kekerasan yang dielola bersama-sama oleh lembaga 
Pemerintah, Lembaga Non Negara, Institusi Kesehatar, Kepolisian, 
Kejaksaan Institugi Pelayanan Hukum, Pg#log, Relawan peudamnping, 
Pembimbing Rohani dan Budaya Masyarakat 

10.Pusat pelayanan terpadu yang selangutnya disingkat ppr adlah suatu unit 
esatuan yang menyelenggarakan pelayanan secara terpadu untul korban 
tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak 

11Gender adalah konsep yang mengacu pada peranperan dan tenggung 
jawab lakt-aki dan perempuan yang terjadi akibat dani dan dapant berubah 
oleh keadaan s0sial an budaya masyarakart 

12Pemberdayan Perempuan adalah subuah upaya untuk meningkatkan 
status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kerajuan yang 
setafa dengan laki-laki 
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13.Anak adalah seseorang yang belurn bensia 18 (delapan blas) tr un 
termasuk anak yang masih dalam kandunan 

14.Keluarga adatah unit terkecil dalam masyarakat yang terditi dai suami /ti, 
ala suami istni an an1ak7ya, ala aryah dan anal.nya at'au ibu dan anany8 
ata keuarg sedarah dalam ganis lurus keatars ata kebawah $a0pa 
dengan derajat ketiga 

15.Karban adalah perempuan yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 
be1basis gender dan anal yang megalari kekerasan ancama dalam 
lingkup rumah tangga dan masyarakat 

16.Kekearasan adalath setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, pt.ikologis, 
dan atau penelantaran tumah tangga termasuk ancaman untuk mglakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kernerdekaan secara nelawan 
ukum 

17Kekerasan berbasis Gender setiap bentuk pembatasan pengucian, 
pembedan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis 
kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan, po0gakuan 
penikmatan, penggunaan Mak Asasi Marusia yang akibatnya be.wpa dan 
fidak terbatas pada kekerasan fig.dk, seksual, psikologi, per.di'fan dan 
ekonomi 

18.Kekerasan dalamn rumah tangga adalah setiap perbuatan tindakan 
seseorang terutama berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan 
scan fiik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rmat tang9a 
termasuk ancaman untuk melskukan melawan hukum dalam irgknp rumah 
tang9a 

19.kKekerasan terhadap Anak adalah setiap bentuk perm'atasan, pembedaan, 
pengucilar dan seluruh bentuk pelakuan yang dilakukan terhadap anak 
yang alibatnya berupa dan tidak terbatas pada kckerasan isilk, seksual 
psiologi, pendidikan dan ekonomi 

20.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 
hubungan seksual, pemaksaan hubungan sesual den1gan cat yang bid.a 
wajar dan atau tidak disukai, permaksaan hubugan seksual enan 0rang 
lain untuk tujuan komnersial dan atau tujuan tertentu 

21.Kekerasan fisik aalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatun 
salt at luk.a 

22Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatka ketakutan 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk betindak, rasa 
tidak berdaya, dan atau penderitaar psikis berat pada seseorang 

23Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk merbe.ikan tasa 
aman kepada korban yang dilakuan oleh pihak eluarga, advokasl 
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadian atau pihak lain bail 
secara sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilat 
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f 24.Perindungan sementara aalah pertindungan yang langsung oak ..ah 
epolisian, lembaga sosial dan atau pihak lain sebelumn dikeluarker ya 
penetapan perintah perindungan dai pengadilan 

25.Rehabilitasi Sosial adalah pemulhan korban dar' gangguan ko.disl 
psikosogial dan pengembalian keberfungsian sosial secar wajar balk 
alam eluarga maupun dalam masyarakat 

2.Reintegrasi sosial adalah proses pengembangan budaya kondust dalam 
masyarakat yang mendulung integrasi atau kembali korban tedalam 
lingkungan keluarga atau masyarakat 

27pelayanan pelaporan adalah pener maan pelaporan yang dlakukan oleh 
lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tin pelayanan terpadu bagi 
korban, baik secara langsung maupun tidak langsung 

28.Pelayanan rujukan adalah melimpahkan korban kepada lembaga layanan 
berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih 
komprehensif 

BAB l 

PEMBENTUKAN 

Pssat 2 

Dengan Peraturan ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu tutita" bagl 
perempuan korban tindak kokerasan berbasis gender dan pertindungan anak 

a±al 3 

ppr berkowajban 

a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada korban 
b. memberikan kerudahan, kenyamanan, kselamatan, dan bebas biaya bagi 

korban 
c. menjaga kerahasiaan korban; dan 
d. menijamin kedilan dan kepastian hukum bagi korban 

BAB 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasa4 

Mak«sud ari Pembentukan Pusat Pelaanan Terpadu adalah untu memberikan 
pelayanan secara maksima bagi perempuan korban kekerasan bebasis gender 
dan anak agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal 
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Pasal 5 

Tujuan Pembentuksn Pusat pelayanan terpadu adalah 
()Untuk memberikan perindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabiltasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosia, dan bantuan hukum 

(2)Untuk menjamin adanya perlindungan dan atau perulihen korban secara 
optimal sesual dengan hark.at dan matabat emanusiaan serta terwujudnya 
kesejahteraan lahir dan batin 

BAB V 

pETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU 

asa 6 

(1)Penyolonggaraan PPT wajib didulung oloh petugas pelaksana atau petugas 
fungsional yang meliputi teraga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial 
yang disediakan oleh instansi atau lemnbaga terkait 

(2)Dalam hal tanaga psikolog dan psikiater sebagairana dimaksud padn ayat (1) 
belum tersedia, maks PPT dapat meminta bantuan kepada instensi atau 
embaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium. 

(3) Apabila diporlukan PPT dapat melakukan kerja sama dengan terr.baga tertentu 
dalamn penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang dierlukan oeh 
korban 

(pPT apat mendayagunakan tenaga pelaksana atau etugas fongsional dari 
mas yarakat 

(5) Petugas pelaksan ppr sebagaimana diraksud Ayat (1) di.tapkan oreh 
Bupati 

Pase! 7 

(1)Dalam hal petugae ppr emerlukan perlindungan dalarm pelaksaan oelayanan 
terpadu, mala pimping ppr apat mengajukan permohonan perfindungan 
secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk 
memberikan rasa aman kpada petuges ppr 

(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua 
dengan peraturan perundang-undanga 
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BAB V 

SARANA DAN PRASAPANA 

Pasal 8 

(1)Dengan dibentuknya PPT gebagaimana dirmnaksud pada Peal 2 Jib disediakan sarana an prasarana 

2)Dalam penanganan korban, PT wajib melakukan jejaring dengan rumah st 
pomerintah tau swasta untuk perawatan dan permuliha kesehatannye 

(3) Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untut; tui4 
ppr bagikorban getelah mendapat persetujuan deri dinas kesehatan 

(4Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat () dimaksudkan untuk 
mermpermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan val@asi 

(5) Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat relakukan jejaring dengan rumah 
perlindungan sosial atau pusat trauma rilidk pemerintah, masyarakat, tau 
embag@-lemnbaga pelayanan sosial lainnya 

(6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesualie 
dengan stander pelayanan minimal dan gtandar operosional posedur yang beraku 

BAB V 

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPApU 

Pasal 9 

(Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabitasi sosial, 
reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada ppr 

2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban dan/atau 
keluarganya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerjasdgiat 

(3) Pimnpinan atau petugas ppT gegera menangani korban gesuai dengan 
prosedur yang drtetapkan 

(4) Pimpinan atau petugas PT, alam waitu paling lama 24 (dua pulun empat) 
yam sejak menerima korban yang sedang dirawat atau dipulihkan 
kesehatanmwa, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian tedekat 
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f Pasal 10 

(1)Dalam hal korban melaporkan kepads kepolisian terdekat, maka pet..as 
kepolisian wajib menempatkan korban pada ruang pemeriksaan khusus yang 
terse0dia 

(2)Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa korban mengalami 
penderitaan akibat tindak kekerasan, maka petugas kepolisian yang clakukan 
pemeriksaan wajib membawakorban ke PRumah Sakit 

(3)Laporan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti untuk 
diproses sesua dengan hukum acara pidana yang berlaku 

(4) Untuk menjalankan proses sebagaimaa dimaksud pada ayat (), pimpinan 
epolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas panyidikan 
dan sekaligus melakukan perlindungan sementara terhadap korban sesuai 
dengan perturan perundang-undangan 

Bagian Kedua 

Betuk Dan Melangme Pelayanan 

Pasat 11 

(1)Bentuk- bontuk pelayanan terhadap korban yang selenggarakan oleh pp 
meliputi 
a.Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka- Aka tisilk yang 

bertujuan untuk permutihan kondisi fsik korban yang dilakukan oleh ten@ga 
medis dan paramedis, 

b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk 
epentingan pembuktian di bidang hukm, 

c. pelayanan psik0ss0ial merupaka playaan yang diberian, termasuk 
penyediaa rurah arnan untuk melindungi korban dai berbagal ancamnan 
dan intimidasi bagi korban dan membenikan dukungan secara sosial 
ehingga korban mempunyai tasa percaya diri, kekuatan, dan kenandirian 
dalam peryelesaian masalah 

d. pelayaa ukum untuk membantu krban dalamn mneialai proses 
peradilan, 

e. pelayanan kemandirian ekonomni berupa layanan unu.k pelatihan 
ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar orban dapat mandiri, 

(2)Mekanisme pelayanan sebagairmana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
monurut standart operasional dan prosedur (SOP) yang ditetapkan oieh Bupati 

Pasa! 12 

(1)Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pace Pasat 1 Ayat (4) 
dilakukan di rumah pertindungan sosial atau pusat trauma sebagai pendukung 
pelayanan ppr 



(2) Fe'indug3i sedeibb *bag,i-ana dimaksli pada aFi {1) drberar, r:R
paihq rama 7 0!jrh) had sejak kctan

(1)Kepak Dlnas meraklkan peman

(r)PemmcFn &i dddsisba@imana dimabud pada ayd n) diak$i5bi

(3) Pemailauan d akuk'n s66 bo
sefaP 6 (eiam) bd'n sekd

(4)Kepae 0m5 nerapoftan hasr r

(1) 0a,h hare.nairauai dai ova u..idir.nuk.n adaiya lidekan yaiq rdak

(:)Daam E kere uar sebls aiDa'! d'maBld pad a ayar (1 ) lidak d rid(rrk a^lu1

(3) Pensenaan sanksi dimaksud pada xyar (r)

drem*an a&dy' khada ya'e baik datam
nenla'ibi fusasoF, mka Eupari a

f (2) Perlindugan sementara sebagair ana dimaksu pada ayat (1) berlak an 
paling lama 7 (tujuh) hanisejak krrban diterima atau ditangani 

BAB VII 

PEIAANTAUAN DAN EVALUASI 

asal 13 

(1)Kpala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur reiregrasi sosial 
pads ppr 

(2Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mengotahuf 
a. perkembangan pelaksanaan program ppr 
b. copaian kinerj PPT, 

(3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan 
setiap 6(enam) bulan sokali, 

(4Kpala Dinas melaporkan hasit kegiatan pemantauan dan evalasl kepada 
Bupati 

Pasal 14 

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tideke 
sosuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 12, mnaka 
Kepala Dinas dapat merekomendasikan kepads ppr untuk peningkata 
kualitas pelayanan 

() Dalam hal ketentuan sebagairnana dimakesud pada ayat (1) tidak itinaklanjutl 
maka Kepala Dins dengan persetujuan Bupati dapat memberiken sanksi 
administratif epada pimpinan atau petugas di PT 

(3)Pengenaan sanksi administratif sebagairana diraksud pada nyat (2 
dilaksa0a.kan sesuai dengAn peraluran petundang-undangan 

Pasal 15 

Dalam hat pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yarg baik dalar 
menjalankan tugasnya, maka Bupati atas usulan Kepala Dinas dapat mamberikean 
penghargaan kepada pimpinan dan/ atau petugas pada PT 

BAB VII 



€i Pendapftn Dan seanja Dae€h setu

Ag*Ediapo6n9

BAB VIII 

PENDANA,AN 

Pas/ 16 

Kegiatan ppr persumber dart Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta 
dari sumber sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 17 

eraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya memenintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati iri dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 

SEKRE TARIS DAE RAH KABUPATEN JEPARA 

ATEN JEPARA TAHUN NOMOR 


